BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 16 1ahun 2Nnn7

TENTANG

PEJABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
MERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang 8. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pada satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,
perlu pengaturan mengenai jabatan fungsional;

b. bahwa pengaturan mengenai jabatan fungsional
sebagaimana termaksud dalam huruf a, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
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4.

10.

Undang"Uhdg

Pembentukan & Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Kabupaten B ; insi

Jawa B P andung Barat di Provinsi

Tahun 2353; (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Ik Indonesia Nomor 3547);

Per. ;

Jab::;;anpfem.e”mah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Negara Re“QSlpnai Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
PUblik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tamb ;
Nomofg%'jm}embaran Negara Republik Indonesia

:: g:;l:;?n pPemern"itah No:_nor 97 Tahun 2000 tentang
Republik In;gaw:?l Negeri Sipil (Lembaran Negara
iaen Noneswa Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan

- egara Republik Indonesia Nomor 4015)
Sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4332);

Perat_uran Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4029);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan,  Pemindahan,  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);
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i gfgfztr:;ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Rt-zopub!?lfl S;I Pera.ngkat Daerah (Lembaran Negara
Lopublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

ran Negara Republik Indonesia 4741),

12 ’.::ﬁg;“s‘:gggpr?siden Republik Indonesia Nomor 87l
) entang Rumpun Jabatan Fungsiona
Pegawai Negeri S‘p”;g P g

13. Keputu;an Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pembinaan Jenis Pendidikan dan Pelatihan
Jabatgn Fungsional di Jajaran Departemen Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2007
tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007
Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2007
tentang Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007
Nomor 3 Seri D);

17. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2007
tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun

2007 Nomor 4 Seri D);

18. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2007
tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung

Barat Tahun 2007 Nomor 5 Seri D);

19. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2007
tentang Inspektorat Kabupaten Bandung Barat (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor

6 Seri D),
20. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2007
Pelaksana Teknis Dinas Daerah

tentang  Unit
Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2007 Nomor 7 Seri D);

21. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2007
tentang Kecamatan Kabupaten Bandung Barat (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 Nomor

8 Seri D).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATU
RAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG

1
2.

JABATA
PEMERIP?TAH FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB |
KETENTUAN UmMuM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksug dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat

Pemerintah Daerah adalah Bupati da .
penyelenggara Pemerintah Daerg ] n Perangkat Daerah sebagai unsur

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

Instansi Pembina adalah Departemen/Lemba
. ; ga Non Departemen yan
melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabataonungsiona{ ¢

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan
fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian

dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.

Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian
dan atau Ja.batan Fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas
yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas

umum pemerintahan.
Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah Rumpun Jabatan Fungsional
ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu
pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan
fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional
yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.

Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi te{misi
atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu

pengetahuan atau lebih.

Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor—cfjggﬁfr yang melmpengaruhi ﬁr}ggki
ienjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisi

e e tuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.

dan mental yang diperiukan un .
Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang

i ; i i pendidikan yang
didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pen ang
berkelanjutag secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi
penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan
konsep teori. ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan

pengajarannya dan terikat pada etika profesi.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN
JAB ATAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG

P FUNGSIONAL
E T DI
MERINTAH KABUPATEN BAND LINGKUNGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksug dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat,
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan p i
penyelenggara Pemerintah Daerah. erenglat Deerah sebagai unsur

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

Instansi Pembina adalah Departemen/Lembaga Non D
. ' epartemen yan
melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabataonungsiona{ i

8. Jabatgn Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan
fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian
dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.

7. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian
dan atau Jabatan Fungsional Keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas
yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas
umum pemerintahan.

8. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah Rumpun Jabatan Fungsional
ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu
pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan
fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

9. Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional
yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.

10. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi tel-_misi
atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu

pengetahuan atau lebih.
11. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi

rendahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik
dan men!{ai Jya;rju:; diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.

; : " ' i ifat keahlian yan

12, Kualifikasi profesional adalah kualifikasi ‘yang bersafqt nli yang
dida;;rﬁ:n gada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang
berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi

2 mbangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan
Egzseggar:ég:ngi’l;u dag seni untuk pemecahan masalah serta memberikan

pengajarannya dan terikat pada etika profesi.
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13.

14.

15

16.

17.

18.

Jabatan-jabatan yang dihimpun d
dalam jabatan fungsional keahlian a

Formasi adalah jumlah dan sy
| su
diperlukan dalam suatu satuan organnai

Mutasi Jabatan adalah segala
pegawai Negeri Sipil,

Beban kerja adalah jumlah produk
diperlukan seorang Pegawai Negeri
organisasi.

Angka Kredit adalah éatuan nilai dari tia ' i

ot X . ; p butir ke i
nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai olehs;;:tjaa?;5;:::'!2,:mL-J akIu e
rangka pembinaan karier yang bersangkutan. gsional dalam

Tunjangan Jabatan Fungsional yang selanjutn

: . : ya disebut den i
jabatan adalah tunjangan jabtan fungsional yang diberikan kepada Pegawal
Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan
fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutn i8i

' . ya disingkat SKPD, adalah
unsur pembantu Bupat; dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga
teknis daerah, dan kecamatan.

n .
N :iangkat Pegawai Negeri Sipil yang

Perubahan jabatan fungsional seseorang

yang harus dihasilkan atau wakt
an u yang
Sipil dalam satuan organisasi sesuai misi

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk jabatan fungsional di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Ill
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Kategori Rumpun Jabatan Fungsional

Pasal 3

alam rumpun jabatan fungsional dikategorikan
tau jabatan fungsional keterampilan.
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1)

(2)

Baglan Kad
In
Jabatan Fununlonal Keahllan

. Pana| 4
arat jabatan fi
Sariana (5-1). ndidikan serendah-rendahnya berljazah

Keglatan Jabatan fungsiona|
dengan penelitian dan pengembangan, peningkata

bersangkutan,

Jabatan fungsional keahllan dalam melaksanak
i an {u
profesi tertentu yang ditetapkan oleh Ikatan profe smyﬂ‘asnm terikat pada etika

Berdasarkan penilaian terhadap bobot Jabatan fu (
i i ; ngsional
fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) Janlﬂngjabgtann?,'a“{r?ka jabatan

a. Jenjang Utama, yaitu jenjang Jabatan fungsional keahlia
4 n yang tugas
fung.SI u_tamanya bersifat strategis nasional yang meynsygaratgan
kualifikasi profesional tingkat tertinggl dengan kepangkatan mulal
Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);

b. Jenjapg Madya, vyaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas
fung15| utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai Pembina
(IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda(IV/c);

c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas
fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai Penata
(Ill/c) sampai dengan Penata Tingkat | (lli/d);

d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas
fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi
profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai Penata Muda (lll/a)

sampai dengan Penata Tingkat | (l1l/d).

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 5

Syarat jabatan fungsional keterampilan yaitu Pegawal Negeri Sipil yang
memiliki kualifikasi  teknis operasional dan atau penunjang operasional
dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau
Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III

(D-3).

Kegiatan jab
yang berkait .
suatu bidang profesi.

Jabatan fungsional keterampilan dalam melaksanakan tugasnya terikat

dengan etika tertentu yang ditetapkan oleh ikatan pr ofesinya.

atan fungsional keterampilan meliputi kegiatan teknis operasional
an dengan penerapan konsep atau metode operasional dari
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Pengangkatan, pembebasa

(1)

Berdasarkan penilaian bobot J
) von. 2 ab ; .
keterampilan dibagi dalam 4 (emp:t‘;a}gn;l:ggjsa'gggnn;gﬁa 'Jabatan fungsional
a. Jenjang Penyelia, adalah jeniang : o
tugas dan fungsi utzalmanyaJ sfr;%aj‘abatan fungsional keterampilan yang

mensyaratkan  pengetahuan ;Ungsional tingkat ~dibawahnya yang
penunjang beberapa cabang i aoaman. tekineSperssicral

: ilmu
kepangkatan mulai dari Pe ' pengetahuan tertentu dengan
(I1/d); nata (lli/c) sampai dengan Penata Tingkat |

b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah

keterampilan yang tugas dan fungsi

i gsi utamanya sebagai pel -

lanjutan dlan mensyaratkan pengetahuan dan gmr?:aal‘:;\aanna tltre‘lgttl;ia;

?;:;izoréaenr;eazundang yakng didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan
epangkatan mulai dari .

dengan Penata Muda Tingkat I (lll/b); | Fees Muda' (jis) sapal

c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional i
tugas dan fungsi utamanya sebagai pe|akgana dl;zte:ir:r?;l:;aﬁgg
pengetahuan dan pengalaman teknis oprasional penunjang yang didasari
olet_\ suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan Kepangkatan mulai
dari Pengatur Muda Tingkat | (ll/b) sampai dengan
Pengatur Tingkat 1 (ll/d);

d. Jenjang .Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional
keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu
pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang
yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan
kepangkatan Pengatur Muda (il/a).

jenjang jabatan fungsional

BAB IV
FORMAS!| JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Bupati menetapkan formasi jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja SKPD selaku pengguna jabatan fungsional serta kemampuan
keuangan daerah.

Tata laksana penetapan formasi jabatan fungsional dilakukan dengan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MUTAS!I JABATAN

Bagian Kesatu
n sementara, pemberhentian dan pengangkatan

kembali dalam dan dari jabatan

Pasal 7

i n pengangkatan, pembep_asan sementqra, pemberhentian
?gﬁ a;:er%aa%?::t‘;an k?amga!i dalam dan dari jabatan fungsional berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Bupati dapat mendelegagikg
kuasa kepada Sekratari N Sebagian wewenangnnya i
pembepgsan Sémentarg, n:emE:erah' untuk menetagka: ta:e;r;ean;g:;;ar:
dan dari jabatan fungsiong| hentian dan Pengangkatan kembali dalam

perpindahan Pegawai Negeri S; il i
fungsional dengan jabatan stp antar jabatan fungsional atau antar jabatan

: rukt ; ;
persyaratan yang ditetapkan untyk m:sri&rl'llg-r?wi::i]r?gg }‘alrl;};?:n fﬂgfg’:pjan!g memenuhi
ional.

Bagian Kedya
Kenaikan Jenjang

Pasal 9

. (1) Bupati menetapkan kenaikan jenjang jabatan fungsional sesuai prestasi kerja

pejabat fungsional yang dinilai berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Angka

Kredit serta memenuhi Syarat-syarat lainn i
perundang undanean y Ya yang ditetapkan dalam peraturan

(2) Tata laksana penilaian angka kredit jabatan fungsional dilakukan dengan

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 10

(1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari pejabat-pejabat fungsional dan dibantu

oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang mempunyai jabatan
serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional yang dinilai.

~ (2) Susunan, kedudukan, tugas dan fungsi Tim Penilai Angka Kredit ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila pemerintah daerah belum dapat membentuk tim penilai dengan

pertimbangan keterbatasan calon anggota tim penilai yang memenuhi
persyaratan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan
kepada tim penilai angka kredit tingkat provinsi atau intansi pembina jabatan

fungsional yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tunjangan Jabatan

Pasal 11

] . gipil yang diangkat dalam jabatan fur]gsional keahl_ian atau
Pegawai Negeri Sipil yang lan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai dengan

. jabatan fungsional keterampi

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB v|
KETENTUAN PERALIHAN

i o Pasal 12 "
| Jenis dan Jenjang jabatan fungsional yang belym diatur dalam Peraturan Bupati I
| tetap berlaku sepanjang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi.
|
i BAB V)|
£ KETENTUAN PENUTUP
i
i Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Bupat;.

Pasal 14

Peraturan Bupati Bandung

yang mengatur mengenai jabatan fungsional,
. dinyatakan tidak berlaku di ling

kungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 1

Pasal 15
~ Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin
Bupati ini dengan penempatann
Barat.

ya, memerintahkan pengundangan Peraturan i
ya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

|

|

i

i

)

ﬁt
Ditetapkan di Padalarang a
eETISRl 17 Desember 2007

Diundangkan di Padalarang
Pada tanggal 17 lesember 2007

b~

RIS DAERAH
', NDUNG BARAT,
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